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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA g

NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.  bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor "4554/1999" telah
ditetapkan Harga Dasar Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah
Khusus ibukota Jakarta;

b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan  dan
pemanfaatan air bawah tanah yang saat ini berindikasi dapat
menyebabkan menuruniya permukaan tanah dan terganggunya
konservasl air bawah tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta maka petiu menyempurnakan Keputusan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena sudah tidak sesuai
lagi dengan kondisi saat ini: '

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf.a dan huruf b, serta sebagai upaya pengendalian dampak
lingkungan untuk menjaga kuantitas dan kualitas air bawszh
tanah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai
Perolehan sebagai Dasar Pengenraan Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah. S -

Menrgingat :'j. Undang-Undang Nomor 18 Tahur 1997 tér&tang Pajak dan -
Retribusi Daeral sebagaimara telah diubah dengan Undang- . -
Undang Nomor 34 Tahun 2000; ‘ o R

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ten‘ang Pengelolaan
Lingkungan Hidup; n S

3. Undang-Undang Ncmor 10 Tahun 2004 tenta'_ng Pembentu_kéan
Peraturan Perundang-undangzn: : e

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang -Sumber Da“y_au e
Ai.’, o e

5 Undang-Undzng Nomor 32 Tahun 2004 tenta‘ng Pemenntghé_p
Daerah sehagiimana telzh beberapa kali diubah terakhir o -
dengan Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2008; CooT

\-\



Menetapkan

10.

11.

12

13.

14.

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemer:ntahan )
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tbukota Negara'
Kesatuan Republlk Indonesia; _

Peraturan Pamermtah ‘Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pajak :
Daerakh;

Keputusan Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral Nomor
1451KM0/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penye!eraggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah

Feraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang '
Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tawah dan

Air Permukaan; -

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20043 tentan'g' P'aja"k
Pengambilan dan. Pemanfaatan Air Bawah , Tanah Jan. Asr.
Perniukaan; i N

Paraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Orqamsasa
Perangkat Daserah;

Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2002 tentang Orqamsasu -

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Pro;amss Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; :

Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2003 te'ntang Orqamsas:
dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Keputusan Gubernur Nomor 329/2002 ten;téiang Penatapan
Wilayah Kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya dl
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; .

-

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEMAN AR
SEBAGAl DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN = DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH. '_

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengaﬁ :

1.
2.

Daerah adzlah Provins! Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Pemaerintah Provinsi Daerah KhusJds Ibukota Jakarta selanjutnya
disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai unsur Penyelenggara Pemermtahan Provsnss Daerah_

Khusus tbukota Jakaria.

Gubernur adalah Kepala Daerah PFOVlnSt Daerah Khusus‘:'f.
Ibukota Jakarta : S




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanén Pajak Provinsi -
Daerah Khusus [bukota Jakarta, C R

Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustriéﬁ_.'dan
Energi Provinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta! - K

Alr Bawah Tanah adalah Air yang berada di perut'b'um'i..
termasuk mata air yang muncul secara dlamiah di atas:
permukaan tanah. % SR

Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah Setiap
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang
dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan.
cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan .
airnya dan/atau tujuan lain. o

Pajak'Pengambifan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah -
Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah.tanah.- -
untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan. o 0

Niai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air bawah tanah yang.
telah diambil dan dikenal pajak air bawah tanah, besarnya sama
dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar

alr. 1 i

Harga Dasar Air (HDA) adalah Hargpa air bawah tariah per
satuan volume yang akan dikenai Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah, besarnya sama dengan harga
air baku dikzlikan dengan faktor nilai air. '

Harga Air Baku (HAB) adalah Harga rata-rata air bawai tanah
per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi
uniuk mendapatkan air bawah tanah dibagi. dengan volume
produksinya (), : L

Faktor Nilai Air (Fn-Air) adalah Suatu bobot dari kornponen
sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan
Eengafclaan. yang besainya ditentukan berdasarkan subyek
elompok pengguna alr serta volume pengambilannya, .

Subyek pemakai atau kelompok pemakai air adalah Orang atau
badan yang memanfaatkan atau pengguna air bawah tanah,
terdirl dari Non Niaga, Niaga Kecil, industri Kecil, Niaga Besar
dan Industr] Besar. ‘ e

Kompensasi pemulihan adalah Biaya yang dipungut untuk upaya
pemulihan atas kerusakan linakirgan vang telah maupun akan
terjadi sebagai akibat pengambilan air bawah tanah. :

Kompensaéi peruntukan dan pengelolaan adalah Biaya yang
dipungut dergan subsidi silang dengan pengambilan air bawah
tanah dari subyek kelompok pengguna air. '

Konservasi air bawah tanah adalah Pengelolaan air bawah
tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan
menjamin kesinambungan ketersediaannya. dengan tetap
memaelihara serta mempertabankan mutunya.

Pencenaran alr bawah tanah adalah ~Masuknya atau
dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologt
ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh
proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun
sampal ke tingkat tertentu sehingga tidak lagl sesuai dengan
peruntukannya. - S




(2)

(3)

(4)

Pengendalian adalah Segala usaha mencakup kegiatan

pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah
tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi
menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Dampak  lingkungan adalah Pengaruh pérubahan' pada.
lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan .

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

BAB Il -
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR -

Pasal 2

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Péng_ambila_n dar{-
Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Nilai Perolehan Ai__r{ 2

(NPA).

Besarnya NPA ditentukan oleh sebagian atau seluruh fa-k-;pr-_ o

sebagai berikut.

jenis sumber air;

iokasl surmber air;

kualitas sumber air;

volume air yang diambil;

luas areal tempat pemakaian air;

musim pengambilan air; .

@ "o no o

pengambilan air dan/atau pemanfaatan air;
h. tujuan pengambiian air. "
NPA sebagalmana dimaksud pada ayat (2) mengandung"dua
komponen yzitu ; S

a. volume air yang diambil;
b. harga dasar air (HDA)

Volume air ‘yang diambil adalah besarnya volume air yang
diambil dan dihitung da'am satuan kubik (m”). oo

Volume air yang diambil ssbagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yan
diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai beérikut : :
0 m®s.d. 50 m%; |

51 m® s.d. 500 m¥

501 m? 5.d.™1.000 m

1001 m¥s.d. 2.500 m%  ~

> 2,500 m®,

® oo T

-

Pasal 3

Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
?am satuan ruplah yang memuat

ayat (3) huruf b dihitung da
komponen sebagal berikut.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh




a. suinber daya alam air dan;

b. kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan. |

(2) - Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana

(3)

(2)

dimalfsud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

ratus delapan puluh tiga ruplah per meter kubik).

No Komposist Komponen HDA Bobot
1 Surﬁber daya aiém | T 65% | |
K Pasal 4 1

Besarnya Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam”
Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh : ST
a. Harga Air Baku (HAB). { -
b. Faktor Nilai Alr (Fn-Air).

Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,-
dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk
mendapatkan air bawah tanah dengan volume yang dihasilkan
(diproduksi) dalam masa umur ekonomis. o

Harga air balku sebagaimana dimaksud pada éyat (1) huruf a,
ditetapkan sebesar Rp 14.583,00/m® (empat belas ribu lima.

BAB :
KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (Fn-Air)
Pasal 5
Faktor Nilal Alr (Fn-Alr) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut.

a. Sumber Daya Alam (SDA) air bawah tanah;

b. Kompensasl pemulihan kerusakan lingkungan akibat
pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah;

¢. Peruntukan dan pengeloiaan air bawah tanah.

Kriteria komponen Sumber Daya Alam air bawah tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh
faktor : ' '

a. Janis Air Bawah Tanah, yang terdiri dari:

1. Air bawah tanah dangkal;
2. Alr bawah tanah dalam,
3. Mata air,




b. Lokasi Sumber Air Bawah Tanah, meliputi :

1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM:
2. Tidak ada sumber daya air alternatif,

¢. Kualitas Air Bawah Tanah, terdir] dari :

1. Kualitas baik
2. Kualitas jelek

Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat
pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dikenakan blaya kompensasi bagi semua jenis
pengambilan air bawah tanah dan bagi semua tingkat dampak
pengambilan air bawah tanah baik yang telah maupun belum .
menimbutkan kerusakan lingkungan, yang meliputi ; T

a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan
muka air bawah tanah; ' o

b. biaya pemulihan yang diperiukan akibat terjadinya salinisasi:

c. bidya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan
muka tanah (land subsidence); : oo

d. biaya pemulihan vyang diperlukan akibat terjadinya -
pencemaran air bawah tanah. S e

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air bawah ténah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dibedakan
berdasarkan subyek pemakal atau kelompok pemakai air bawzah
tanah, yang ditetapkan sebagai berikut. % PR
a. Non Niaga termasuk didalamnya : ?"

1. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus

2. Kantor Pengacara o

3. Lembaga Swasta Non Komersial; o

4. Rumah Tangga Mewah dengan Sumur Bor. - .
b. Niaga Kecil.termasuk didalamnya :

Usaha kecil yang berada dalam rumah té"ngga .

1.
2. Usaha kecil/losmen ‘ i N
3. Rumah makan/Restoran kecll o . .
4. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter -
5 Hotel Melati/Non Bintarig ‘ R
6. Perdagangan Niaga Keclil lainhya ‘ S
¢. Industri Kecil, termasuk didalamnya :
Perikanan
. Peternakan

. HotefBintang 1,2,3 -
. Perdagangan Industri Kecil lainnya
. Rusun sederhana

TR G -

d. Niaga Besar, termasuk didalamnya :

Hotel Bintang 4, 5

Apartemen _

Steambath dan Salon

Bank )
Night Club/Bar/Cafe/Restoran Besar
Bengkel Besar/Service Station _
Parusahaan Terbatas/BUMN/BUMD
Real Estate

ONODOIR N




(2)

e. Industri Besar, termasuk didaltamnya :

Pabhrik es :

Pabrik makanan/minuman

Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik
Gudang pendirgin :

Pabrik tekstil

Pabrik baja

Industri lainnya

NOO R W

Subyek pemakai atau kelompok pemakal air bawah tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya
kompensasi peruntukan dan pengelolaan air bawah tanah. 7.

Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air bawah tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya
blaya kompensasi pada setiap subjek pemakal atau kelompok -
pemakal air bawah tanah.

Biaya. kompensasi pemulihan ketusakan lingkungan akibat
pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air
bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan
satu menjadi blaya kompensasi pemutihan akibat pangambilan
dan pemanfaatan air bawah tanah. S '

Pasal 6 !

Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai  Air  (Fn-Air)
sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 5 ayat (1), dilakukan

- dengan cara meinberikan bobot nilai tertentu pada masing-

masing komponennya. :

Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah y'anlg"terdiri

dari jenis suinber air, lokasi sumber air dan kualitas air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan
berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air
alternatif atau jaringan PDAM. e

(3) Komponen sumber daya aiam air bawah tanah yang bgrada di ':
dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih. besar dibanding.
dengan komponen sumber daya air bawah tanah di luar jaringan
PDAM. f v

(4) Pemberian hobot lebih besar untuk komponen sumber daya-r'-f'
alam air bawah tanah yang berada dalam. jaringan PDAM:
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar .~ .
subyek pemakai atau kelompok air bawah tanah dimanfaatkan =~
sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM. . g

(5) Bobot I::omponen sumber daya alam air _bawah tariah
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sebagai ber;kut._' R

No Kritaria :Bob.ot 8

1 Dalam.Jangkauan PDAM | 5

2 Di Luar Jangkauan PDAM .3

3 Mata Air D‘




(6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkar subyek
pemakai atau kelompok pemakai air bawah tanah dan volume
air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang: dihitung secara-
progresif, sebagai berikut. : o =

No.| Subjek Pemakal ‘fﬂ%o 51§5@ 25;;?50 50;;73’50: 751,;33000. ’;3300
1 |Non Niaga 01 | o4 o2 02| o | o
2 |Niaga Keci 10 | 12 | 14 | 16 18 | 20 |
1 3 |industri Keail | 5,0. 53 | 56 | 59 | 6,2 6,5
4 INiagaBesar 70 | 7478 82 | 86 | 90
§ |Industri Besar 10,6 19,5 1,0 | 115 1.40} 125
Pasal 7

(1) Besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) diperoleh dari penjumlahan

' perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam
air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi
pemglshan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah. '

'2) Besarnya Faktor Nilai (Fn-Air) komponen sumber daya alam air
dipercleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen
HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana .
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen
su'mtzgg daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5). _ "

(3) Besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) komponen pemulihan
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah diperoleh
dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot
biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan - dan
pemaifaatan air bawah tanah sebagalmana dimaksud dalam .
Pasal 6 ayat (6). : R

(4) Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (Fn-Air) sebagaimana '
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran | =
Peraturan Gubernur ini. S ' Vs

" BABIV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH = =

Pasal 8

(1) Nilai Perolehan Alr (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak .~
Pengambilan dan/atau Pemarfaatan Air Bawah Tanah diperoleh .~ .
dengan cara Tengalikan Volume air vang diambil  dan -
dimanfaatkan (m®) dengan Harga Dasar Air (HDA). S

-

-



(2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). '
™~

(3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor
Nilai Air (Fn-Alr) dengan Harga Air Baku (HAB). _
~

(4) Cara pengiitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimena
dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut. L
NPA = Volume x Harga Dasar Air (HDA) :

Harga Dasar Air (HDA) = (Faktor Nitai Air (Fn-Air) x Harga Air Baku) -
NPA = \olume x Faktor Nilai Air (Fn-Air) x Harga Air Baki. '
(5) Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dalam bentuk tabel

_sc?bagaimana tercantum dalam [ampiran [l Peraturan Gubernur
ini. ; _ e

Pasal 9

(1) Besamnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tapah (Pajak PABT) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif
ga,*ak1 gengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam

asal 8, '

(2) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
ditetapkan sesual Ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah;

(3) Cara penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air -
Bawah Tanah dengan rumus sebagai berikut.

Pajak PABT = Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA). .

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Terhadap Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
yang tertuang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan -
Gubernur ini pajaknya dihitung berdasarkan Keputusan Gubernur
Nomor 4554/1999 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah
di Propinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 |
Pada saat Peraturan Gubernur inl mulai berlaku, Keputusan

Gubernur Nomor 4554/1999 tentang Penetapan Harga Dasar Air - -
Bawah Tanah di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. :

o B R TSR B - T



10

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai bert‘aku pada tanggal déundangkah R

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan.
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. DT

Ditetapkan di Jakarta
pade.tanggal 8 April 2009

GUBERNURP_'vm&:DAERAHKHJsus
IBUKO AJAKARTA SRS

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 13 Apri1 2009

SEKRETAWSCMERAHPROVWSIDAERAHKHUSUS
. IBUKOTA JAKARTA,
<£:f”-

MUHAYAT ~—
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 33




